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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian dalam bab hasil penelitian dan pembahasan 

telah digambarkan dan dianalisis tentang bagaimana peranan DPRD 

Provinsi jawa barat dalam mengawasi Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 

2008. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis membuat kesimpulan 

terhadap penelitian yang telah dilakukan. Adapun beberapa kesimpulan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengawasan melalui peninjauan lokasi Kawasan Bandung Utara 

untuk menegakkan peraturan daerah harus dilakukan secara 

berkala dan dilakukan secara aktif 

2. Rekomendasi mengenai langkah-langkah konkrit untuk Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat dari DPRD dalam pengelolaan Kawasan 

Bandung Utara harus tetap dilakukan dan lebih ditingkatkan. Hal 

tersebut dilakukan sebagai upaya pembenahan terhadap 

pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

3. DPRD segera merumuskan pedoman pengawasanyang secara 

detail menjelaskan mengenai fungsi pengawasan, serta 

ditingkatkannya kualitas pengawasan seluruh individu di DPRD 

baik itu unsur pimpinan maupun anggota, sehingga pengawasan 
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secara individu maupun institusi yang objektif, produktif dapat 

terwujud. 

4. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera 

merumuskan Anggaran khusus untuk alokasi pembelian Lahan di 

beberapa titik Kawasan Bandung Utara yang sudah terlanjur 

digunakan oleh warga atau lahan usaha pengembang yang 

dianggap melanggar Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008, 

Sehingga lahan yang sudah dibeli dapat dijadikan sebagai Lahan 

terbuka hijau sebagai daerah resapan air. 

5. DPRD provinsi Jawa Barat untuk menginisiasi Revisi peraturan 

daerah nomor 1 tahun 2008 yaitu dalam memberikan Izin 

mendirikan bangunan di wilayah Kawasan Bandung Utara harus 

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi agar tidak terjadi Tumpang 

tindih dalam kewenangan dalam memberikan Izin mendirikan 

bangunan yang mana Kawasan Bandung Utara dibagi menjadi 4 

wilayah administrasi yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten 

Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. 

 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang telah disajikan di atas, pada bagian ini 

penulis memberikan saran-saran sebagai masukan atau pertimbangan 

bagi DPRD Provinsi Jawa Barat yang mungkin bermanfaat untuk 

membantu memudahkan pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD jika 



71 

 

pada peraturannya dibuat lebih jelas dalam mengatur ketentuan yang 

berlaku.dan mengambil langka-langkah sebagai berikut : 

1.                                                        

                                             tara termasuk 

sanksi jika terjadinya pelanggaran 

2. Harus mengusulkan peratuan Gubernur tentang moratorium izin 

pembangunan di Kawasan Bandung Utara.  

3.  Melakukan audit tata ruang pada izin-izin pembangunan di 

Kawasan Bandung Utara. 

4. Meningkatkan partisipasi kolektif dalam pemanfaatan kawasan 

Bandung utara dengan menciptakan forum komunikasi untuk 

mendorong lembaga Eksekutif, masyarakat dan LSM ikut aktif 

dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan 

pembangundan di kawasan Bandung utara 
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